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GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Perum Perhutani

Sejarah pengelolaan hutan di Jawa dan Madura, secara modern-institusional
dimulai pada tahun 1897 dengan dikeluarkannya “Reglement voor het beheer der
bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1897 nomor 61
(disingkat “Bosreglement”) selain itu terbit pula “Reglement voor den dienst van
het Boschwezen op Java en Madoera” (disingkat “Dienst Reglement”) yang
menetapkan aturan tentang organisasi Jawatan Kehutanan, dimana dibentuk
Jawatan Kehutanan dengan Gouvernement Besluit (Keputusan Pemerintah)
tanggal 9 Februari 1897 nomor 21, termuat dalam Bijblad 5164. Hutan-hutan Jati
di Jawa mulai diurus dengan baik, dengan dimulainya afbakening (pemancangan),

pengukuran, pemetaan dan tata hutan.

Pada tahun 1913 ditetapkan reglement baru yaitu “Reglement voor het beheer
der bosschen van den Lande op Java en Madoera”, Staatsblad 1913 nomor 495,
yang didalamnya mengatur tentang ‘“eksploitasi sendiri (eigen beheer) atau

penebangan borong (door particuliere aannemer)”.

Pada tahun 1927 diterbitkan Bosch_Ordonnantie, termuat dalam Staatsblad
Tahun 1927 no. 221, dan peraturan pelaksanaannya berupa Bosch_Verordening

1932, nama lengkap: “Bepalingen met Betrekking Tot’s Lands Boschbeheer op



Java en Madoera” yang menjadi dasar pengurusan dan pengelolaan hutan di Jawa

dan Madura oleh Jawatan Kehutanan (den dienst van het Boschwezen).

Pada tahun 1930, pengelolaan hutan Jati diserahkan kepada badan
“Djatibedrijf” atau perusahaan hutan Jati dari Pemerintah (Jawatan Kehutanan).
Perusahaan hutan Jati tersebut tidak berdiri lama, pada tahun 1938 oleh Directeur
van Financien (Direktur Keuangan Pemerintahan Hindia Belanda) bahwa
perusahaan yang bertujuan komersiil sebulat-bulatnya harus dihentikan, karena

alasan-alasan berikut:

1. Pemerintah, yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan, tidak hanya
berkewajiban memprodusir dan menjadikan uang dari hasil kayu Jati saja,
tetapi Jawatan Kehutanan bertugas pula memelihara hutan-hutan yang
tidak langsung memberi keuntungan kepada Pemerintah. Yang dimaksud
dengan hutan-hutan di atas, ialah hutan-hutan lindung, yang memakan
amat banyak biaya sedang hasil langsung tidak ada atau sangat sedikit;

2. Perusahaan hutan Jati sebagai badan swasta atau perusahaan kayu
perseorangan, menganggap hutan Jati kepunyaan Pemerintah sebagai
modal yang tidak dinilai atau tidak diberi harga (sukar untuk menetapkan
harga tanah dan kayu dari hutan Jati seluas 770.000 hektar), akan tetapi
menggunakan hutan Jati itu sebagai obyek eksploitasi saja dan tidak
mempengaruhi atau mengakibatkan kerugian suatu apapun kepada tanah

dan hutan Jati milik Pemerintah yang diwakili oleh Jawatan Kehutanan,



dipandang dari sudut hukum perusahaan, tindakan seperti di atas tidaklah

benar.

Pada tahun 1940 pengurusan hutan Jati dari “Djatibedrijf” dikembalikan lagi
ke Jawatan Kehutanan. Pada tanggal 8 Maret 1942 Hindia Belanda jatuh ke
tangan Jepang (Dai Nippon), dan Jawatan Kehutanannya (i.c. Boschwezen) diberi
nama Ringyo Tyuoo Zimusyo (RTZ), dan berturut-turut organisasi tersebut
dimasukkan kedalam Departemen Sangyobu (urusan ekonomi, Juni 1942 —
Oktober 1943), kemudian kedalam Departemen Zoosenkyoku (perkapalan,
November 1943 s/d pertengahan 1945) dan setelah itu di bawah Departemen
Gunzyuseizanbu atau Departemen Produksi Kebutuhan Perang, sampai dengan

tanggal 15 Agustus 1945.

Pasca Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dan
berdirinya Negara Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, hak, kewajiban, tanggung-
jawab dan kewenangan pengelolaan hutan di Jawa dan Madura oleh Jawatan
Kehutanan Hindia Belanda g.q. den Dienst van het Boschwezen, dilimpahkan
secara peralihan kelembagaan kepada Jawatan Kehutanan Republik Indonesia
berdasarkan Pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
yang berbunyi: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung

berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.”

Dengan disahkannya Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960, seperti tersebut
dalam Lampiran Buku 1, Jilid Ill, Paragraf 493 dan paragraf 595, industri

kehutanan ditetapkan menjadi Proyek B. Proyek B ini merupakan sumber



penghasilan untuk membiayai proyek-proyek A (Tambahan Lembaran Negara
R.l. No. 2551).Pada waktu itu direncanakan untuk mengubah status Jawatan
Kehutanan menjadi Perusahaan Negara yang bersifat komersial. Tujuannya, agar
kehutanan dapat menghasilkan keuntungan bagi kas Negara.Kemudian diterbitkan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang

Perusahaan Negara.

Untuk mewujudkan perubahan status Jawatan Kehutanan menjadi Perusahaan
Negara, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 sampai
dengan Nomor 30, tahun 1961, tentang “Pembentukan Perusahaan-Perusahaan
Kehutanan Negara (PERHUTANI)”.Pada tahun 1961 tersebut, atas dasar Undang-
Undang Nomor 19 tahun 1960 tentang Perusahaan Negara, maka masing-masing

dengan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1961; yang ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal
1 Januari 1961; didirikan Badan Pimpinan Umum (BPU) Perusahaan
Kehutanan Negara, disingkat "BPU Perhutani”, termuat dalam Lembaran
Negara tahun 1961 nomor 38, penjelasannya termuat dalam Tambahan
Lembaran Negara No. 2172.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961; yang ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal
1 Januari 1961; didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Timur

disingkat PN Perhutani Djawa Timur, termuat dalam Lembaran Negara



tahun 1961 nomor 39, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran
Negara No. 2173.

3. Peraturan Pemerintan Nomor 19 tahun 1961; yang ditetapkan dan
diundangkan pada tanggal 29 Maret 1961, dan berlaku surut sejak tanggal
1 Januari 1961 didirikan Perusahaan Kehutanan Negara Djawa Tengah
disingkat PN Perhutani Djawa Tengah, termuat dalam Lembaran Negara
tahun 1961 nomor 40, penjelasannya termuat dalam Tambahan Lembaran
Negara No. 2174.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1963 tentang Penyerahan
Pengusahaan Hutan-hutan Tertentu kepada Perusahaan-perusahaan
Kehutanan Negara.diserahkan pengusahaan hutan-hutan tertentu yang
ditunjuk oleh Menteri Pertanian dan Agraria kepada Perusahaan-

perusahaan Kehutanan Negara, selanjutnya disingkat Perhutani”.

Presiden Direktur BPU Perhutani, Anda Ganda Hidajat, pada forum
Konperensi Dinas Instansi-instansi Kehutanan tanggal 4 s/d 9 November 1963 di
Bogor, dalam prasarannya berjudul: “Realisasi Perhutani”, pada halaman 2

menulis bahwa:

“Dalam pelaksanaan UU No. 19 Tahun 1960 tentang Pendirian Perusahaan-
perusahaan Negara didirikanlah BPU Perhutani di Jakarta berdasarkan PP No.17
tahun 1961, sedangkan pengangkatan Direksinya yang pertama dilakukan pada

tanggal 19 Mei 1961 dengan Surat Keputusan Presiden R.I. No. 210/1961.”
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Adapun PERHUTANI-PERHUTANI Daerah yang telah direalisir berdirinya

hingga sekarang barulah :

o Perhutani Djawa Timur pada tanggal 1 Oktober 1961;

« Perhutani Djawa Tengah pada tanggal 1 Nopember 1961,

o Perhutani Kalimantan Timur pada tanggal 1 Djanuari 1962;
o Perhutani Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Djanuari 1962;

o Perhutani Kalimantan Tengah pada tanggal 1 April 1963”.

Pada tahun 1972, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972,
ditetapkan tanggal 29 Maret 1972, Pemerintah Indonesia mendirikan Perusahaan
Umum Kehutanan Negara atau disingkat Perum Perhutani. Dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 ini, PN Perhutani Djawa Timur yang didirikan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1961, dan PN Perhutani Djawa
Tengah yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1961,
dilebur kedalam dan dijadikan unit produksi dari Perum Perhutani (vide : Pasal 1
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972). Pada tahun 1978, dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 Pemerintah menambah unit produksi
Perum Perhutani dengan wilayah kerja yang meliputi seluruh areal hutan di

Daerah Tingkat | Jawa Barat dan disebut Unit 111 Perum Perhutani.

Dasar Hukum Perum Perhutani sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 1972 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun
1978, kemudian disempurnakan/diganti berturut-turut dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999,
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Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2001, dan terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2003. Saat ini pengelolaan perusahaan Perum

Perhutani dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010.

2.1.1Visi dan Misi
Visi
“Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.”

Misi

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan lestari
berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai,
meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa
lingkunga, agroforestry serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya
guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan
berkelanjutan.

2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta
sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal,
memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga

perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.



12

3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara
regional, serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian

masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

2.2 Struktur Organisasi KBM Industri Perum Perhutani Unit 111 Jawa
Barat & Banten.

Adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab
dari masing-masing karyawan serta dukungan perlengkapan kantor cabang yang
dikelola dengan baik akan menghasilkan produktivitas kerja yang semakin
meningkat yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor serta motivasi
dari karyawan KBM Industri Perum Perhutani Unit I1l Jawa Barat & Banten.

Kantor KBM Industri Perum Perhutani Unit 1l Jawa Barat & Banten
dikepalai oleh seorang General Manager yang memiliki peranan bertanggung
jawab secara hukum operasional dan keuangan KBM itu Sendiri.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, General Manajer
KBM dibantu oleh Manager, Asisten Manager, Pegawai, seorang Pemegang
Gudang, dan Penjaga. Seluruh kegiatan operasional setiap hari yang dilakukan
oleh setiap pegawai pelaksana pada KBM Industri di gambarkan sesuai dengan

gambar di bawah ini:
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GENERAL MANAGER

Manager
ASMAN
Kepala Tata Pemasaran
Usaha
Kaur Kaur SDM & Kaur Kaur Data & Kaur Ekspor &
Keuangann Umum Instalasi Pelaporan Dokumen

Gambar 2.1 Struktur Organisasi KBM Industri Perum Perhutani Unit 11 Jawa Barat & Banten.

2.3 Deskripsi Jabatan

Job Description atau yang disebut juga dengan deskripsi tugas adalah suatu
rincian yang lebih jelas dalam menerangkan suatu posisi, tindakan, atau tanggung
jawab, serta kinerja atau tugas yang dilaksanakan seorang pelaku disuatu
organisasi atau perusahaan.

Untuk mencapai tercapainya sasaran perusahaan (corporate target) yang
telah diterapkan oleh manajemen diperlukan perangkat organisasi yang memadai.
Adanya struktur organisasi yang menggambarkan tugas dan tanggung jawab dari
masing-masng pegawai serta dengan dukungan perlengkapan kantor yang dikelola
dengan baik akan menghasilkan produktivitas usaha yang semakin meningkat
yang pada gilirannya akan meningkatkan kinerja kantor serta motivasi dari

pegawai KBM.

Kaur
Persediaan
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Adapun perinciannya sebagai berikut:
a. General Manager

Memiliki peran tanggung jawab secara hukum operasional dan keuangan
pada KBM Industri Perum Perhutani Unit Ill Jawa Barat & Banten, serta
mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungan dengan pihak lain/masyarakat
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka melaksanakan misi
perusahaan.
b. Manager

Memberi instruksi untuk melaksanakan pekerjaan, mengawasi pegawai-
pegawai dalam melaksanakan tugasnya serta mengembangkan metode-metode
baru di KBM Industri.
c. Kepala Tata Usaha

Melaksanakan tata usaha, mengelola administrasi keuangan dan melaporkan
perkembangan statistik perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
menunjang kelancaran operasional.
d. Asman Pemasaran

Melakukan pengendalian pemasaran seperti menghitung anggaran pemasaran,
alokasi bauran pemasaran, penetapan harga serta mengalokasikan anggaran pada
masing-masing produk yang di hasilkan oleh KBM Industri.
e. Kaur Keuangan

Membantu tugas-tugas Kepala Tata Usaha dibidang administrasi keuangan

dan menghimpun pendapatan.
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f. Kaur SDM & Umum

Membantu pelaksanaan urusan tata usaha seperti mengumpulkan, mengolah
dan menganalisis data dari kantor pusat lalu melakukan penyimpanan dokumen
dan surat.
g. Kaur Instalasi

Mempunyai tugas pokok yakni mempersiapkan, memperbaiki dan memelihara
sarana dan prasarana instalasi KBM Industri.
h. Kaur data & Pelaporan

Memiliki tugas membuat laporan dan analisis permasalahan pekerjaan di
lapangan.
i. Kaur Ekspor & Dokumen

Membantu tugas-tugas Asman Pemasaran seperti mengurus izin dan
rekomendasi di sektor ekspor-impor.
J.  Kaur Persediaan

Mempunyai tugas melakukan urusan penyiapan bahan rencana pengadaan

barang/jasa pemeliharaan.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

KBM Industri adalah Kantor Unit Kerja Kesatuan Bisnis Mandiri Perum
Perhutani Unit 11l Jawa Barat & Banten di bidang industri, yang mengelola
industri pengolahan hasil hutan non kayu dan pemasarannya dibentuk pada

26/september/2005.



Hasil hutan non kayu yang di olah berupa :

Getah pinus.
Daun kayu putih

Air pegunungan

Hasil produksi :

v

v

<

<

<

Gondorukem ( Gum Rosin)

Terpentin ( Turpentine Oil )

Minyak kayu putih ( Cajuput Qil )

Air minum dalam kemasan ( merk : “Air Perhutani” )

Gondo Hitam
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